SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72

Tahun 2025 tentang Standar Harga Regional, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar

Harga Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024 Nomor 13) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2024 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar
Harga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024 Nomor 36) diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

1mni.

Pasal 1I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2026
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 30 Juli 902¢
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 24
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

/%;/ Kepala Bagian Hukum
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METTY FERRISKA R.
NIP.:197604171999032007



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENJELASAN STANDAR HARGA
1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas

1.2.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas
adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari:

1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.

c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen)
dari honorarium narasumber/pembahas.

Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak

lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai

moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,
workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.



1.3. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara
dalam kegiatan seminar, rapat Kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan
kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

1.4. Honorarium Panitia
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat
yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,
sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang
berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran
honorarium untuk anggota panitia.
Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat
diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari
40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan

jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon Il, pejabat

eselon 111, pejabat eselon 1V, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah

keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No Jabatan Klasifikasi
I I i
1 Pejabat Eselon | dan Eselon Il 2 3 4
2 Pejabat Eselon 111 3 4 5
3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan 5 6 7
pejabat fungsional




Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana

dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

2.1.

2.2.

a. Klasifikasi | dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

b. Kilasifikasi Il dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) per bulan.

c. Klasifikasi Il dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten,atau kota yang telah
memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp
6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana

kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah

atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;

b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris
daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;

d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas

dan fungsi sehari-hari; dan

e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan

administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana

kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana

kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala
daerah; atau



b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris
daerah.
Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan
efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu
satuan kerja perangkat daerah.
3. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
3.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara,
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan
memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang
diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di .pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi
ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli
atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
3.2. Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil
negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam
persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan
pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
4. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada
non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu
wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat
dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi,
kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi,
kabupaten, atau kota setempat;
b. lulusan DI/DII/DIIl/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas
persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari
upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah
minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
e. lulusan lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluhpersen) dari

upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.



5. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang
berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
6. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan
Pengelola Website.
6.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu
umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan
honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
6.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan
penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang Majalah
adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik
aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau
pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau
kelompok profesi tertentu.
6.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada
pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat
keputusan kepala daerah.
Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur
organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi
atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
7. Honorarium Penyelenggara Ujian.
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah
ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan
kewenangan pemerintah daerah.
8. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan
kepakaran kepada penjurusann soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal

yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes



kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik

seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes

kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial

sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

9. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

9.1

9.2.

Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan

pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta

pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta
pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
perangkat daerah penyelen ggara dan/ atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara.

9.3.Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

9.4.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.
Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur
sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap
muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan; dan
b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru
atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase



penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh
persen).
9.5 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan
kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata
usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang
menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. jJumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

10. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang
ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan
paling banyak 7 (tujuh) anggota. Dalam hal Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah
diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud

11. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada:
11.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

11.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

11.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

11.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan

11.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan

berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA
dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan
besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi

honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.



b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan
SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium
bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan
mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang
dikelolanya.

c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK
SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk
bendahara pengeluaran pembantu.
2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2
(dua) kali dari jumlah PPTK.
3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
- jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan;
- besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan
dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang
bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
11.6. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
11.6.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
undangan.
11.6.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
11.7. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



Dalam hal pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah menerima tunjangan tambahan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan
honorarium dimaksud.
12. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagali
perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan
dalam komponen tambahan penghasilan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

13. Honorarium Jasa Pegawai Non PNS
a. Apabila jenis pekerjaan tidak tercantum didalam Peraturan ini, maka honorarium
ditetapkan dengan Keputusan Bupati
b. Honorarium ini termasuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
Tenaga IT
1) Untuk kebutuhan swakelola kegiatan pengembangan TIK dan Multimedia,
dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau keterangan lain yang dapat melalui
rekruitmen terbuka.
2) Honorarium diberikan sesuai masa kontrak pekerjaan melalui Surat Perintah Kerja
(SPK).
3) Hari adalah hari kerja.
d. Verifikator Klaim Program Jaminan Kesehatan
- Dana berasal dari JKN/Jamkesda
e. Tenaga Harian Lepas Khusus
1) Tenaga Fasilitator Masyarakat (TFM)
2) Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) DAK
4) Petugas PSC 119 Hallo Sehat
- Tenaga Medis
5) Keperawatan
6) Verifikator Klaim Program Jaminan Kesehatan
7) Pelaksanaan Kegiatan P4TO (Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Obat)
- Tenaga Produksi
- Tenaga QC (Quality Control)
- Tenaga pada PPIC (Perencanaan Produksi dan Kendali Persediaan).
. Pengelola Sistem E-Logistic Obat pada Intalasi Perbekalan Farmasi
g. Tenaga Ahli Fraksi
- Tenaga Ahli Fraksi DPRD
- Kelompok Pakar/Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
h. Honor Surveyor Pra Survei Akreditasi, Survei Akreditasi dan Re Akreditasi
Puskesmas (Petugas dari Kementerian Kesehatan)
Memiliki Pertanggungjawaban berupa menyusun laporan kegiatan harian yang
diketahui kepala unit kerja.
2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.



Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.
- Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter
penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang
kesehatannya guna kepentingan jabatan;
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera
pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai
negeri;
h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat
daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan
Perjalanan dinas.
- Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya Penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

- Perjalanan Dinas Dalam Negeri :
- Keterangan :
- Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD
- Tingkat B : Wakil Ketua, DPRD, dan Sekretaris Daerah
- Tingkat C : Anggota DPRD dan JPT selain Sekretaris Daerah
- Tingkat D : Administrator, JFT Utama, Direktur BLUD
- Tingkat E : Pengawas dan JFT Madya
- Tingkat F : PNS Gol. IV Non Struktural, JFT Muda, dan PPPK Gol X-XVII
- Tingkat G : PNS Gol. Ill, JFT Pratama, JFT Penyelia, dan PPPK Gol I1X
- Tingkat H : PNS Gol. 11, Gol I, dan PPPK Gol I-VIII



- Tingkat | :Pegawai non ASN

Biaya Transportasi berpedoman pada Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020. Dapat
dilaksanakan melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan secara kolektif, penerima biaya transport dan
biaya penginapan adalah pengatur perjalanan dinas yang bertanggungjawab, bukan
pelaksana perjalanan dinas;

Untuk Biaya Transport bagi penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan jumlah
maksimal BBM 1 Liter per 7 Km.

Pemakaian kendaraan dinas dengan menggunakan sopir, maka sopir dihitung sebagai
pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai biaya perjalanan dinas yang menjadi
haknya;

Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia dalam perjalanan dinas, diberikan biaya
pengganti sesuai dengan biaya riil;

Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai dengan biaya
UP dan masuk dalam biaya perjalanan dinas Perangkat daerah mengirim;

Biaya pemeriksaan Kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/Rapid Test/PCR
Test/Swab Test) sesuai dengan biaya Riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona
Virus Disease 19);

Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari Instansi Lain diberikan sesuai
dengan ketentuan Instansi Pengirim/Sesuai Kesepakatan.
Perjalanan dinas bagi peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, workshop,
sosialisasi, seminar, rakor dan kegiatan sejenis yang akomodasinya ditanggung pihak

penyelenggara atau melalui setoran pembayaran keikutsertaan sebagai peserta, maka

a. Fullboard diberikan 50 % dari uang harian

b. Fullday diberikan 60% dari uang harian

c. Halfday diberikan 75% dari uang harian

d. Residence diberikan 60% dari uang harian
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama
penyelenggaraan tersebut dijelaskan dalam item Satuan biaya paket kegiatan rapat
atau pertemuan di luar kantor.
Bagi Daerah/Kecamatan yang tidak terdapat Stasiun Pengsian Bahan Bakar Umum
(SPBU) resmi, bukti pemberian dapat dibuktikan dengan nota dari penjual (berlaku
untuk BBM Operasional bukan perjalanan).



- Khusus perjalanan dinas di Kecamatan Karanganyar, jika pelaksanaan perjalanan dinas
dikecamatan Karanganyar melebihi 2 kelurahan maka dapat diberikan BBM
Maksimal 7 liter.

- Untuk perjalanan dinas dalam Kota kurang dari 8 jam diberikan uang transport (belum
termasuk BBM)

- Biaya Pemetian bagi Pegawai Non PNS/PPPK yang meninggal dunia diberikan sama

dengan PNS golongan terendah
- Tarif Akomodasi untuk Wakil Ketua DPR mengikuti atau sama dengan yang berlaku
pada Ketua DPRD karena merupakan tidak terpisahkan dari satu kesatuan Pimpinan
DPRD
- Untuk perjalanan dinas keluar daerah dengan jarak tempuh diatas 150Km, dilaksanakan
dengan 1 (satu) lokasi tujuan kegiatan/perjalan dinas selama-lamanya 3 (tiga) hari
waktu perjalanan dinas.
2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
UANG REPRESENTASI
1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya
keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain
dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang
kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk
mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang
melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
Uang perjalanan dinas tidak dipotong pajak.
2. Uang Representasi Perjalanan Dinas
Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
pejabat eselon I, dan pejabat eselon 11 yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran
tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan
pejabat eselon Il dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi,
yang diberikan secara lumpsum.

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri



Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk menyusuan perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

4. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya
penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota
tempat tujuan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan
secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar
satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
3.2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama
penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a. paket Fullboard
Satuan biaya paket futlboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi
dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Untuk kegiatan fullboard
yang pelaksanaanya lebih dari 2 (dua) hari, dikecualikan pada hari pertama
(keberangkatan) dan hari terakhir (kepulangan) diberikan uang perjalanan dinas 100%.
b. paket Fullday
Satuan biaya paket fultdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali,
ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c. paket Halfday
Satuan biaya paket halfdag disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan d.i luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket
mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan
dan fasilitasnya.
d. paket Residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang
diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali,

ruang pertemuan dan fasilitasnya.



3.3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

1) untuk pejabat eselon Il atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar
untuk 1 (satu) orang; dan
2) untuk pejabat eselon 111 ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa
pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar
kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan
fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan
keuangan daerah vyaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk menyusunperencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung
ataubangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan
kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari
atau sama dengan 2 % (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk
pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan
bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman
kantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeridialokasikan untuk:
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna

barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk

melakukan pemeliharaan.



B. SATUAN STANDAR HARGA (SSH) TAHUN 2025

KODE
URAIAN KELOMPOK HARGA
NO KELOMPOK BARANG SPESIFIKASI SATUAN SATUAN
BARANG
1 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Abu Batu M3 258.000
Konstruksi
2 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Air Liter 62
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
3 .1.12.01.01.0001 . Alat Lem Tembak Buah 57.000
Konstruksi
4 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Aluminium Foil M3 18.500
Konstruksi
5 |1.1.12.01.01.0001 |B&han Bangunan dan Aluminium Strip Meter 12.000
Konstruksi
6 1.12.01.01.0001 |P&han Bangunan dan Amplas Besi/Ka Lembar 7.300
T Konstruksi p yu )
7 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Amplas Fuji Lembar 8.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
8 .1.12.01.01.0001 . Amplas Roll P 120 Meter 16.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
9 .1.12.01.01.0001 . Angle Valve 1/2 JF 03 Buah 70.000
Konstruksi
10 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Anting Baja Buah 380.600
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
11 .1.12.01.01.0001 . Armature Model Biasa Buah 772.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . "
12 .1.12.01.01.0001 . As Drajato 1 3/4 Meter 1.146.000
Konstruksi
13 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan As Pemutar Meter 317.100
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . "
14 .1.12.01.01.0001 . As Pemutar Gigi o 2 Meter 2.285.800
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
15 .1.12.01.01.0001 . Asbes Bumbungan Gelombang Meter 43.000
Konstruksi
16 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Asbes Gelombang Besar (1 m x 2 m) Lembar 158.000
Konstruksi
17 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Asbes Gelombang Kecil (1 m x 1,2 m) Lembar 150.000
Konstruksi
18 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Aspal Curah Kg 17.300
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
19 .1.12.01.01.0001 . Aspal Pen 60/70 (kemasan drum) Kg 19.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
20 .1.12.01.01.0001 . Atap Cnduline Lembar 240.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
21 .1.12.01.01.0001 . Atap Fiber Transparan Lembar 100.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan o
22 .1.12.01.01.0001 . Atap Galvalum & Laminasi M3 140.000
Konstruksi
23 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Atap Galvalum Rangka Baja Ringan M3 400.000
Konstruksi
24 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Atap Galvalum Rangka Hollow M3 370.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
25 .1.12.01.01.0001 . Atap Galvalum Tebal 0,3 M3 70.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
26 .1.12.01.01.0001 . Atap Galvalum Tebal 0,4 M3 70.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
27 .1.12.01.01.0001 . Atap Kerpus Metalroof Lembar 39.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
28 .1.12.01.01.0001 . Atap Kerpus Onduline Meter 135.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
29 .1.12.01.01.0001 . Atap Metalroof Nonpasir Lembar 79.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
30 .1.12.01.01.0001 . Atap Metalroof Pasir Lembar 125.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
31 .1.12.01.01.0001 . Atap Multiroof Bubungan Meter 45.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .
32 .1.12.01.01.0001 . Atap Multiroof Pasir Lembar 150.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
33 .1.12.01.01.0001 . Atap Polycarbonat M3 90.000
Konstruksi
34 [1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Atap Polycarbonat Rangka Besi Tempa M3 670.000
Konstruksi
35 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunandan Atap Polycarbonat Rangka Hollow M3 600.000
Konstruksi
36 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunandan Atap Polycarbonat Rangka Stainleess M3 1.050.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .
37 .1.12.01.01.0001 . Automatic Water Level Unit 2.640.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
38 .1.12.01.01.0001 . Avor 1 1/2 Plat Crom Buah 46.900
Konstruksi
Bahan Bangunan dan
39 .1.12.01.01.0001 . Avor BCP SKI Buah 27.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .
40 .1.12.01.01.0001 Avour Stainless Buah 58.600

Konstruksi
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KODE

NO KELOMPOK v IABI\L::E\;(;’MPOK SPESIFIKASI SATUAN SHAA'IEJ(Z?‘I
BARANG

41 1.1.12.01.01.0001 Bahan Bar'lgunan dan Bahan Konstruksi Pemeliharaan Taman Dan Monumen Meter 157.500
Konstruksi

42 11.1.12.01.01.0001 Bahan Baggunan dan Bahan Konstruksi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum M3 210.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

43 1.1.12.01.01.0001 . Baja C 12 (12,8, 5,2, 5 mm) Batang 914.400
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

44 (1.1.12.01.01.0001 - Baja Cu (70 x 200 x 70) Batang 2.209.700
Konstruksi

45 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunandan Baja Kerangka Pintu ( 12 x 5 x 6 mm) Batang 838.400
Konstruksi

46 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunandan Baja Konstruksi Kg 19.700
Konstruksi

47 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Bak Kontrol Precast @ 30cm Buah 320.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

48 1.1.12.01.01.0001 . Bak Kontrol Precast @ 40cm Buah 490.000
Konstruksi

49 (1.1.12.01.01.0001 Bahan Bar}gunan dan Bak Kontrol Precast @ 60cm Buah 630.000
Konstruksi

50 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Bak Penangkap Lemak @ 30cm Buah 320.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

51 1.1.12.01.01.0001 . Ball Valve 1/2 KN Buah 168.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

52 ]1.1.12.01.01.0001 . Ball Valve 1/2 PVBG Buah 21.900
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

53 1.1.12.01.01.0001 . Ball Valve 2 Buah 1.067.000
Konstruksi

54 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Balok Kayu Jati 10/20 x 120 Batang 1.042.000
Konstruksi

55 [1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Balok Kayu Jati 10/20 x 170 Batang 1.383.000
Konstruksi

56 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Balok Pemikul UNP 100 Batang 109.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

57 ]1.1.12.01.01.0001 . Bambu Apus 4 meter Batang 18.900
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

58 |1.1.12.01.01.0001 . Bambu Ori 4 meter Batang 26.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

59 (1.1.12.01.01.0001 . Bambu Tiang Umbul-umbul Batang 15.700
Konstruksi

60 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Banlet/Alqua Buah 8.400
Konstruksi

61 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunandan Bata Merah Buah 1.200
Konstruksi

62 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Bata Ringan M2 1.132.000
Konstruksi

63 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Batako Buah 4.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

64 1.1.12.01.01.0001 . Bath Mixer Onda Buah 214.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

65 (1.1.12.01.01.0001 . Batu Andesit 20 x 20 M3 264.000
Konstruksi

66 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Batu Apung/Kamban K 26.250

T Konstruksi 1 Apung g g )

Bahan Bangunan dan

67 |1.1.12.01.01.0001 . Batu Berongga Ekspos Buah 2.100
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

68 1.1.12.01.01.0001 . Batu Blondos M2 376.000
Konstruksi

69 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Batu Candi M3 151.200
Konstruksi

70 [1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Batu Kali M2 365.000
Konstruksi

71 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Batu Lempeng M3 120.000
Konstruksi

72 [1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Batu Muka Buah 3.150
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

73 11.1.12.01.01.0001 . Batu Palimanan M3 200.000
Konstruksi

74 [1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Batu Paras M3 150.000
Konstruksi

75 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Batu Pecah %/1 cm (Mesin/Cruser) M2 360.000
Konstruksi

76 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Batu Pecah 1/2 cm (Mesin/Cruser) M2 360.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

77 [1.1.12.01.01.0001 . Batu Pecah 10/15 cm M2 303.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

78 1.1.12.01.01.0001 . Batu Pecah 15/20 cm M2 303.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

79 [1.1.12.01.01.0001 . Batu Pecah 2/3 cm M2 360.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

80 1.1.12.01.01.0001 . Batu Pecah 3/5 cm M2 360.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

81 (1.1.12.01.01.0001 Batu Pecah 5/7 cm M2 350.000

Konstruksi
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Bahan Bangunan dan

82 1.1.12.01.01.0001 . Baut 3/8X2 Buah 2.650
Konstruksi

83 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Baut Anting Buah 10.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . \

84 1.1.12.01.01.0001 . Baut Anting @ % Buah 305.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

85 |1.1.12.01.01.0001 . Baut As Dratg 1" - 5 Buah 110.200
Konstruksi

86 [1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunandan Baut Baja Kg 45.200
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . " "

87 (1.1.12.01.01.0001 - Baut Baja As Draft ¢ 1" x 6" NC Buah 110.700
Konstruksi

88 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunandan Baut Baja As Drajat 3/4 x 5" Buah 82.400
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . "

89 (1.1.12.01.01.0001 . Baut Baja Blok Mur 5/8 x 3 Buah 11.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . N

90 |1.1.12.01.01.0001 . Baut Baja Frame 5/8 x 3 Buah 7.800
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . R R

91 (1.1.12.01.01.0001 . Baut Baja g 1/2"x 5" NC Batang 9.900
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .

92 |1.1.12.01.01.0001 . Baut Bingkai @12 Buah 4.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan R R

93 [1.1.12.01.01.0001 . Baut Blok ¢ 3/4" x 4 Buah 39.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan R N N

94 1.1.12.01.01.0001 . Baut Daun Pintu ¢ 1/2"-11/4 Buah 5.600
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

95 |1.1.12.01.01.0001 . Baut Dinabol 10X50 Buah 2.900
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

96 1.1.12.01.01.0001 . Baut Dinabol 10X77 Buah 3.400
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

97 (1.1.12.01.01.0001 . Baut Fisher 1/4 X 2 Buah 1.200
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

98 (1.1.12.01.01.0001 . Baut Fisher 1/4 X 3 1/2 Buah 1.800
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

99 1.1.12.01.01.0001 . Baut Fisher 1/4 X 4 Buah 1.800
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

100 |1.1.12.01.01.0001 . Baut Fisher 5/16 X 4 Buah 2.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

101 |1.1.12.01.01.0001 . Baut KN 10X60 Buah 2.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

102 |1.1.12.01.01.0001 . Baut KN 6X80 Buah 1.800
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

103 |1.1.12.01.01.0001 . Baut KN M6X25 Buah 940
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

104 |1.1.12.01.01.0001 . Baut M5X20 Buah 360
Konstruksi

105 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Baute 1/2"x 1" Buah 9.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan N N

106 [1.1.12.01.01.0001 . Baut e 3/4"x 2 Buah 20.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

107 |1.1.12.01.01.0001 . Baut e 3/4"x 3" Buah 30.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan N R

108 [1.1.12.01.01.0001 . Baut ¢ 1/2".11/2 Buah 5.600
Konstruksi
Bahan Bangunan dan , B

109 |1.1.12.01.01.0001 . Baut$ 5/8".11/2 Buah 6.300
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

110 |1.1.12.01.01.0001 . Baut PAB 12X2 Buah 1.100
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

111 |1.1.12.01.01.0001 . Baut Pengait Landasan @ 16 Buah 7.300
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

112 |1.1.12.01.01.0001 - Baut Penguat Anting Buah 152.700
Konstruksi

113 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Baut Pesagen Buah 7.300
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

114 (1.1.12.01.01.0001 . Begel Tarikan Buah 75.000
Konstruksi

115 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Benang Kenur Roll 3.200
Konstruksi

116 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Benang Nilon Buah 6.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

117 |1.1.12.01.01.0001 . Besi Angkur @12 Buah 148.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . "

118 |1.1.12.01.01.0001 . Besi As Drat ¢ 2.1/2 Meter 3.315.000
Konstruksi

119 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Besi As Drat ¢ 2.1/4" Meter 20.475.000
Konstruksi

120 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Besi Beton Kg 16.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

121 ]1.1.12.01.01.0001 . Besi Beton ¢ 19 mm Meter 18.400
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

122 11.1.12.01.01.0001 Besi Hollow 1,8/3,8 cm t:0,3 Meter 6.800

Konstruksi
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Bahan Bangunan dan .

123 ]1.1.12.01.01.0001 . Besi Hollow 3,8/3,8 cm t:0,3 Meter 11.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .

124 11.1.12.01.01.0001 . Besi Hollow Galvanis 1,8/3,8 cm t:0,3 Meter 12.600
Konstruksi

125 |1.1.12.01.01.0001 |B&han Bangunan dan Besi Hollow Galvanis 3,8/3,8 cm t:0,3 Meter 18.000
Konstruksi

126 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Pengaku Kg 32.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

127 |1.1.12.01.01.0001 . Besi Plat Eyser 6 mm M3 2.539.500
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .

128 |1.1.12.01.01.0001 - Besi Profil Siku Kg 33.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan A

129 {1.1.12.01.01.0001 ) Besi Siku 50.50.5 Meter 99.200
Konstruksi
Bahan Bangunan dan -

130 |1.1.12.01.01.0001 . Besi Siku Ukuran 4 x 4 cm Batang 175.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . .

131 |1.1.12.01.01.0001 . Besi Strip Plat 80 x 8 Meter 148.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . . .

132 |1.1.12.01.01.0001 . Besi Teralis Strip Plat Kg 33.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

133 (1.1.12.01.01.0001 . Besi UNP 100.50 Meter 269.700
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

134 {1.1.12.01.01.0001 . Besi UNP 120.60 Meter 269.300
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

135 (1.1.12.01.01.0001 . Besi UNP 80.40 Meter 200.800
Konstruksi

136 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 10 (9,5 mm) Lembar 1.710.000
Konstruksi

137 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Besi Wire Mesh M 12 (11,5 mm) Lembar 2.670.000
Konstruksi

138 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 5 (4,5 mm) Lembar 366.000
Konstruksi

139 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Besi Wire Mesh M 6 (5,2 mm) Lembar 522.000
Konstruksi

140 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 6 (5,5 mm) Lembar 561.000
Konstruksi

141 |1.1.12.01.01.0001 |B@han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 6 (5,6 mm) Lembar 604.000
Konstruksi

142 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 7 (6,5 mm) Lembar 784.000
Konstruksi

143 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Besi Wire Mesh M 8 (7,2 mm) Lembar 991.000
Konstruksi

144 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Besi Wire Mesh M 8 (7,5 mm) Lembar 1.044.000
Konstruksi

145 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Besi Wire Mesh M 8 (7,6 mm) Lembar 1.100.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

146 |1.1.12.01.01.0001 . Betel Topi Jumbo 10 Buah 57.300
Konstruksi

147 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Block Metal Mur § 1 3/4" Buah 1.008.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan

148 |1.1.12.01.01.0001 . Blok Penyangga As Buah 1.142.700
Konstruksi

149 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 100x100x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 3.491.000
Konstruksi

150 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Box Culvert 100x100x100 cm : Beban 21 Ton Unit 4.858.000
Konstruksi

151 |1.1.12.01.01.0001 |32han Bangunan dan Box Culvert 120x120x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 5.456.000
Konstruksi

152 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Box Culvert 120x120x100 cm : Beban 21 Ton Unit 6.471.000
Konstruksi

153 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 140x140x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 7.036.000
Konstruksi

154 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Box Culvert 140x140x100 cm : Beban 21 Ton Unit 8.257.000
Konstruksi

155 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 150x150x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 8.309.000
Konstruksi

156 |1.1.12.01.01.0001 |B2han Bangunan dan Box Culvert 150x150x100 cm : Beban 21 Ton Unit 9.166.000
Konstruksi

157 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 160x160x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 9.354.000
Konstruksi

158 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Box Culvert 160x160x100 cm : Beban 21 Ton Unit 10.493.000
Konstruksi

159 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 180x180x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 10.249.000
Konstruksi

160 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Box Culvert 180x180x100 cm : Beban 21 Ton Unit 12.308.000
Konstruksi

161 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 200x200x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 11.590.000
Konstruksi

162 |1.1.12.01.01.0001 |P2han Bangunan dan Box Culvert 200x200x100 cm : Beban 21 Ton Unit 14.346.000
Konstruksi

163 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 40x40x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 1.063.000

Konstruksi
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164 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 40x40x100 cm : Beban 21 Ton Unit 1.281.000
Konstruksi

165 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Box Culvert 50x50x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 1.360.000
Konstruksi

166 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 50x50x100 cm : Beban 21 Ton Unit 1.697.000
Konstruksi

167 |1.1.12.01.01.0001 |Pahan Bangunan dan Box Culvert 60x60x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 1.688.000
Konstruksi

168 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 60x60x100 cm : Beban 21 Ton Unit 2.233.000
Konstruksi

169 [1.1.12.01.01.0001 |B3han Bangunan dan Box Culvert 80x80x100 cm - Beban 14,5 Ton Unit 2.362.000
Konstruksi

170 |1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Box Culvert 80x80x100 cm : Beban 21 Ton Unit 3.745.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . o

171 |1.1.12.01.01.0001 . Brojong Pabrikasi (2 x 1 x0,5) Buah 436.200
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

172 (1.1.12.01.01.0001 . Buis Beton 2 @ 20 cm Meter 44.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

173 (1.1.12.01.01.0001 . Buis Beton %2 @ 30 cm Meter 56.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan . P

174 (1.1.12.01.01.0001 . Buis Beton @ 100 cm 2 m Buah 138.000
Konstruksi
Bahan Bangunan dan .

175 (1.1.12